BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA"ESA :

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat
(1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah schbagaimana tclah  beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Bupati mcengajukan Rancangan
Peraluran Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah  (APBD) kepada Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk mempecrolen
persctujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan l')a(:ra,h tentang
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah (APBD)
yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
mcrupak‘an perwujudan  dari Rencana  Kcerja
Pemerintah Dacrah (RKPD) Tahun Anggaran 2016
yang dijabarkan k¢ dalam Kcbijakan Umum APBD
(KUA) scrta Prioritas dan Plafon Anggaran Scmentara
(PPAS) yang tclah discpakati  bersama  antara
Pemerintah Dacrah dengan DPRD pada tanggal 27
Oktober 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan  scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurul b, periu
menctapkan  Peraturan  Dacrah  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupatcn Situbondo
Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-dacrah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik
[ndoncsia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistcm Pcndidikan  Nasional (Lembaran  Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengcelolaan  dan Tanggung Jawab
Kcuangan Ncgara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Pcrencanaan Pecmbangunan Nasional.
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemecrintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Ncegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pclayanan  Publik  (Lembaran Ncgara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
L.embaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5030); 4
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (LLembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor 130,
Tambahan lLcmbaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 54009 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, ‘Tambahan Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Ncgara Rcepublik

Indoncsia Nomor 5539);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcrintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5587)
scbagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58);

Peraturan Pemecrintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubanan Nama dan Pcmindahan Tecmpat
Kedudukan Pemerintah Dacrah Kabupaten Panarukan
(Lembaran Ncgara Rcepublik Indonesia Tahun 1972
Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil
Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2000 Nomor 210, 'l‘ambahan‘ l.embaran Ncgara
Nomor 4028); -

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lecmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4416) scbagaimana tclah beberapa kali diubah
tcrakhir dengan Peraturan Pemcrintah  Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indoncesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemecrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan © Keuangan Badan  Layanan  Umum
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rcepublik
Indoncsia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Pcrimbangan (LLembaran Necgara Rcpublik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Kcuangan Dacrah scbagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 605
Tahun 2010 (Lembaran Ncegara Republik Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan L.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576); .

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Kcuangan Dacrah  (Lembaran Negara
Republik  Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemecrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Pembinaan dan =  Pcngawasan
Penyelenggaraan  Pemerintah Dacrah  (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1695,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncesia
Nomor 4593); _

Pcraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Pcnyclenggaraan  Pemcrintahan — Dacrah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kcepala Dacrah kepada DPRD
dan Informasi Laporan Penyclenggaraan Pemerintahan
Dacrah kcpada Masyarakat (Lembaran  Ncegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4693);
Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemcerintahan-antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Propinsi, dan Pecmecerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pcngelolaan Uang Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4738);
Peraturan Pcmerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pcdoman Evaluasi Pcnyclenggaraan Pemecrintahan
Dacrah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4864);
Pcraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Kcuangan Kcpada Partai Politik (L.embaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Rcepublik Indoncsia
Nomor 4972) scbagaimana tclah diubah dengan
Pcraturan Pemecrintah Nomor 83 Tahun 2012;
Pcraturan Pemecrintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pcmberian dan Pemanfaatan Inscentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahurr 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standart Akuntansi Pcmcrintah (L.embaran Ncgara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Dacrah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
lHlibah Dacrah (Lecmbaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Pcraturan Pecmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor 5558) scbagaimana tclah diubah dengan
Pcraturan Pcmcerintah Nomor 22. Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indéncsia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694).

Pcraturan Pemecrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (L.embaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
L.embaran Necgara Republik Indonesia Nomor 5539)
scbagaimana tclah diubah dcngan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik  Indoncsia  Tahun 2015  Nomor 157,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia
Nomor 5717); ‘

Peraturan Pemecrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

Pcraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pcraturan Pclaksanaan Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Pcrundang - Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pcdoman Pcngelolaan  Keuangan
Dacrah, scbagaimana tclah beberapa kali diubah,
tcrakhir dengan Pcraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pcdoman Tcknis Pengcelolaan Barang
Milik Dacrah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Kcuangan
Dacrah, Penganggaran dan Pcrtanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD scrta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Opcrasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Kecuangan
Badan Layanan Umum Dacrah;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas
Pcnyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari APBD scbagaimana tclah
diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri .Nomor 64 Tahun
2013 tentang  Pencrapan Standar  Akuntansi
Pemerintahan  Berbasis  Akrual pada  Pemcrintah
Dacrah.

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;
Peraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman  Pcenyusunan  Anggaran
Pcndapatan dan Belanja  Dacrah Tahun Anggaran
20160;

Peraturan Menteri Kcuangan Nomor : 133/PMK.07/
2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD,
Batas Maksimal Decfisit APBD dan Batas Maksimal
Komulatif Pinjaman Dacrah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor §
Tahun 2003 tentang Pendirian Perscroan Terbatas (PT)
Bank Pecrkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Nomor 5) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007
(Lecmbaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Nomor 5);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor |
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dcwan Pcrwakilan
Rakyat Dacrah (DPRD) Kabupaten  Situbondo
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2005
Scri A Nomor 01) scbagaimana tclah diubah dengan
Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor S
Tahun 2005 (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Scri A
Nomor 5):

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Kcuangan Kcpala
Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo, Scri I£ Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Kcuangan Kcepada
Partai  Politik  (Lembaran  Dacrah  Kabupatcn
Situbondo, Scri £ Nomor 03);
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Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006
Nomor 17);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor 2);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tenlang Pokok-<Pokok Pengclolaan
Kcuangan Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah (L.embaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor S
Tahun 2011 tentang Retribusi Pclayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi  [jin  Mendirikan
Bangunan (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 6); , ‘

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 7
Tahun 2011 tentang  Retribusi  [jin Gangguan
(Lembaran Daecrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 7);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2011 tentang Retribusi ljin Trayek (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Dacrah Kabupaten  Situbondo
Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan  Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 11);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 12
Tahun 2011 tentang Rectribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 12);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong lewan
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 13);
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Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Tkan
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 14);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Pcrikanan
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 15); ‘

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan
Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Investasi Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Dacrah  Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 20
Tahun 2011 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lecmbaran Dacrah Kabupatcen
Situbondo Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kckayaan
Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupa't(:n Situbondo
Tahun 2011 Nomor 24);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 24
Tahun 2011 tcntang Rcetribusi Pclayanan Pasar
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 24);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Dacrah Air
Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Kabupaten Situbondo (Lcmbaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016



9
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Dacrah  Tahun
Anggaran 2016 scbagai berikut :

1. Pendapatan Dacrah Rp. "1,.-6()2.454.474.887,64
2. Belanja Dacrah Rp. 1.709.130.267.869,28 ()
Surplus/(Defisit) Rp. (106.675.792.981,64)

3. Pembiayaan Dacrah :

a. Pencrimaan Rp. 106.675.792.981,64

b. Pengeluaran Rp 0,00 (+)

Pembiayaan Netto Rp.  106.675.792.981,64

Sisa lLebih Pembiayaan

Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Dacrah Rp. 163.808.258.579,64

b. Dana Pcrimbangan Rp. 1.070.336.948.695,00
c. lLain-Lain Pendapatan
Dacrah yang Sah Rp. 368.309.267.613,00

(2) Pendapatan Asli Dacrah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Dacrah Rp.  26.499.883.771,00
b. Rectribusi Dacrah Rp. 13.843.158.445,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Dacrah yang Dipisahkan Rp. 4.301.572.221,73
d. Lain-lain Pendapatan Asli
Dacrah yang Sah Rp. 119.163.644.141,91
(3) Dana pcrimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis  pendapatan :
a. Dana Bagi lasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.  87.941.759.255,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 821.084.393.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 161.310.796.440,00

(4) Lain-lain pcndapatan dacrah yang sah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jcnis

pcndapatan :
a. libah Rp. 6.224.329.500,00
b. Dana Darurat Rp. 0,00

c. Dana Bagi lasil Pajak dari
Povinsi dan Pemerintah

Dacrah Lainnya Rp. 71.309.043.113,00
d. Dana Penyesuaian dan -
Otonomi Khusus Rp. 290.775.895.000,00

¢. Bantuan Kcuangan dart
Propinsi atau/dar
Pemerintah Dacrah Lainnya Rp 0,00
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Pasal 3

(1) Belanja Dacrah scbagaimana dima'klsu'd dalam Pasal 1

angka 2 terdiri dari :

a. Bclanja Tidak Langsung Rp.
b. Bclanja Langsung Rp.

980.676.113.511,28
728.454.154.358,00

(2) Belanja Tidak Langsung scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Bclanja Pegawai Rp.
b. Bclanja Bunga Rp.
c. Bclanja Subsidi Rp.
d. 3clanja Hibah Rp.
¢. Bclanja Bantuan Sosial Rp.
f. Bclanja Bagi Hasil Kepada

Pcmerintah Desa Rp.

g. Bclanja Bantuan Kcuangan
Kepada Provinsi/Kabupaten/
kota dan Pemcerintahan Desa

dan Partai Politik Rp.
h. I3clanja Tidak Terduga Rp.

783.384.923.618,28
0,00
0,00
4.496.990.000,00
1.000.000.000,00

12.298.245.000,00

184.995.954.893,00
4.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Bclanja Pegawai Rp.
b. Bclanja Belanja Barang Rp.
dan Jasa
c. Bclanja Modal Rp.
Pasal 4

72.245.418.440,00
295.158.769.333,00

361.049.966.585,00

(1) Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Pencrimaan Rp

b. Pengcluaran Rp.

106.675.792.981,64
0,00

(2) Penerimaan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pecmbiayaan :

a. Sisa Lcbih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran

scbelumnya (SILPA) Rp.
b. Pencairan dana cadangan Rp.

c. lHasil penjualan kckayaan

Dacrah yang dipisahkan Rp.

d. Penerimaan pinjaman

dacrah Rp.

¢. Pencrimaan kembali

pemberian pinjaman Rp.
{. Penerimaan piutang dacrah  Rp.

106.675.792.981,64
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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(3) Pengeluaran  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan @

a. Pcembentukan dana cadangan  Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi)
pemcrintah dacrah Rp. 0,00
c. Pembayaran Hutang
Pemkab Rp 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Bclanja

Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini; terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pcndapatan
dan Bclanja Daerah;

2. lLampiran Il : Ringkasan Anggaran Pcndapatan
dan Bclanja Dacrah  mcnurut
Urusan Pemcrintahan Dacrah dan
Organisasi;

3. Lampiran [l : Rincian Anggaran Pcndapatan dan
Bclanja Dacrah menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan
Pcmbiayaan;
4. Lampiran IV : Rckapitulasi Belanja mecnurut

Urusan Pemerintahan Dacrah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. LampiranV  : Rckapitulasi Belanja Dacrah Untuk
Keselarasan dan Kcterpaduan
Urusan Pcmcerintahan Dacrah dan
IFfungsi dalam Kerangka Pcengelolaan
Kcuangan Ncgara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pcgawai per

Golongan dan per Jabatan;

Lampiran VII : Daftar piutang Dacrah;

8. Lampiran VIII : Daftar penycrtaan modal (investasi)
dacrah;

9. Lampiran IX : Daftar pcrkiraan pcnambahan dan
pcengurangan Aset Tetap Dacrah;

N

10. Lampiran X  : Daftar pcrkiraan penambahan dan
pengurangan Asct lainnya;

11. Lampiran X1 : Daftar kegiatan-kegiatan  tahun
anggaran scbclumnya yang bclum
diselesaikan dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran X1l : Daftar dana cadangan dacrah; dan

13. Lampiran XJI1 : Daftar pinjaman dacrah dan obligasi
dacrah.



(1)

()

Pasal 6

Dalam kcadaan darurat Pcmerintah Dacrah dapat

mclakukan pengeluaran  yang belum  terscdia

anggarannya, yang sclanjutnya diusulkan dalam
rancangan Perubahan Anggaran Pcndapatan dan

Belanja  Dacrah, dan/atau disampaikan dalam

laporan rcalisasi anggaran.

Kecadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) sckurang-kurangnya mcmecnuhi kreteria scbagai

berikut :

a. bukan merupakan kcgiatan normal dari aktifitas
Pemcrintah Dacrah Kabupaten Situbondo dan
tidak dapat diprediksikan scbelumnya.

b. tidak diharapkan tcrjadi sccara berulang.
berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah
Dacrah Kabupaten Situbondo.

d. memiliki dampak yang signifikan tcrhadap
anggaran dalam rangka pemulihan yang
discbapkan olch kcadaan darurat.

Pcndanaan kcadan darurat yang bcelum  terscdia

anggarannya scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal bclanja tidak terduga tidak mencukupi

dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari-"hasil penjadualan
ulang capaian targct kincrja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. mcmanfaatkan uang kas yang terscdia.

Pengceluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk untuk keperluan mendesak, dengan

krecteria scbagai berikut :

a. Program dan kegiatan pclayanan  dasar
masyarakat yang anggarannya bclum terscdia
dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila
ditunda akan mcnimbulkan kecrugian yang
lebih  besar bagi pcemerintah  dacrah  dan
masyarakat. )

Pclaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan

dalam kcadaan darurat scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditctapkan
dengan Peraturan Bepati.

Pasal 7

Bupatli menctapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah scbagai
landasan opcrasional pclaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016.
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Pasal 8

Pcraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan

pengundangan Pcraturan Dacrah ini dengan
penempatannya  dalam  Lembaran Daecrah  Kabupaten
Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo
pada tanggal 2 3 DEC 2015

Pj. BUPATI SITUBONDO,

ZAINAL MUHTADIEN
Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 2 3 DEC 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

YAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR ”

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 420-7/2015



